



LAMPIRAN  A
  LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

KONTRAK
NOMOR : XXXXXX/923/XXX/2023

TENTANG
PENGADAAN BARANG CHARGING NOZZLE CHUTE TAHUN 2023


PASAL 1 - RUANG  LINGKUP PEKERJAAN

Tanpa membatasi hal-hal umum dan kewajiban lainnya yang wajib dilakukan PIHAK KEDUA terkait dengan Pekerjaan dan berdasarkan Kontrak, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perkerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA dan diterima serta disanggupi oleh, PIHAK KEDUA adalah Pengadaan Barang Charging Nozzle Chute Tahun 2023 yang meliputi ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A Kontrak ini.
Lingkup pekerjaan pada pengadaan ini antara lain :
1. Pengadaan material;
2. Fabrikasi material
3. Factory Acceptance Test (FAT); (jika diperlukan). Biaya ditanggung oleh ANTAM.
4. Marking and Packing;
5. Pemeriksaan/Inspection;
6. Loading and Unloading;
7. Pengiriman/Shipping; ke Warehouse FeNi Plant Antam Buli
8. Garansi.


PASAL 2 – SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikati teknis dan jumlah kebutuhan barang adalah sebagai berikut :

	NO
	NAMA BARANG
	SPESIFIKASI
	QTY
	SATUAN

	1
	Charging Nozzle
	MATERIAL : SCH 18
As per attachment drawing
	33
	Unit



PASAL 3 - LOKASI PEKERJAAN

Penyerahan barang dilakukan di Warehouse FeNi Plant PIHAK PERTAMA, dengan detail alamat FeNi Plant UBPN Maluku Utara, Tanjung Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.

PASAL 4 – INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN COMMISSIONING

1. Inspeksi setelah barang tiba di tempat penyerahan sebelum dilakukan proses serah terima barang.
2. Factory Acceptance Test (FAT), jika diperlukan biaya akomodasi ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 5 – PENGIRIMAN DAN PENGEMASAN

1. Technical Data Sheet (TDS); 
2. Mill Certificate Material; pada saat penyerahan barang
3. Garansi selama 1 tahun
4. Laporan Quality Control pada saat Fabrikasi

PASAL  6 – GARANSI

PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan garansi atas kelaikan penggunaan barang yang menjadi bagian dari hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA harus menyerahkan bukti atas garansi tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk yang disetujui PIHAK PERTAMA.
[bookmark: _Hlk120028645]Garansi atau jaminan purna jual atas kelaikan penggunaan barangselama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak dilakukan serah terima barang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 - HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontrak ini, maka hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai  berikut :
1. Wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
2. Wajib menerbitkan dokumen Notulen Pemeriksaan dan Berita Acara setelah pekerjaan selesai;
3. Berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian kelaikan barang;
4. Berhak melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan hingga barang diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA;
5. Berhak menerima barang berikut kelengkapannya sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati;
6. Berhak menolak barang berikut kelengkapannya sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati;
7. Berhak mendapatkan penggantian dari barang yang ditolak karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati;
8. Berhak memberikan tanda berupa penomoran dan/atau penamaan tertentu pada barang
9. Berhak menginspeksi kerusakan barang dalam masa garansi atau jaminan purna jual yang selanjutnya disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
10. Berhak memberikan teguran apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
11. Berhak melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA;
12. Tidak meminta uang kepada PIHAK KEDUA selama proses pengadaan atau penerimaan barang / jasa.

PASAL 6 - HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Tanpa membatasi hal-hal dan/atau kewajiban lain yang wajib dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini, maka hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai  berikut: 
1. Berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
2. Berhak menerima dokumen Notulen Pemeriksaan dan Berita Acara setelah pekerjaan selesai dilakukan;
3. Wajib bertanggung jawab atas risiko kehilangan dan kerusakan pada barang dalam proses pengiriman ke tempat penyerahan;
4. Wajib melampirkan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) jika ada.
5. Wajib memiliki seluruh perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan;
6. Wajib menyerahkan barang sesuai dengan ketentuan dan menjamin barang sesuai dengan spesifikasi serta kualitas yang telah disepakati sehingga barang siap digunakan;
7. Wajib mengganti barang yang tidak sesuai dan ditolak oleh PIHAK PERTAMA apabila tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati;
8. Berhak menerima dokumen Notulen Pemeriksaan dan Berita Acara.
9. Wajib melengkapi barang dengan dokumen-dokumen dan sertifikat yang dibutuhkan, termasuk dengan dokumen-dokumen pada saat proses pengiriman barang;
10. Wajib selektif dalam memilih dan memastikan seluruh armada serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pemuatan, pembongkaran, hingga pengiriman barang;
11. Wajib menjamin pengiriman barang sampai ke lokasi peyerahan dengan selamat dan aman, baik barang maupun saran dan prasarana transportasi yang dipergunakan;
12. Wajib mengutamakan keselamatan, menghormati, dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di lokasi pekerjaan;
13. Wajib atas biaya sendiri mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan dan dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan termasuk perpanjangannya;
14. Wajib menanggung semua biaya yang timbul sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati;
15. Wajib menyediakan 24 jam emergency call and services selama masa garansi atau jaminan purna jual.
16. PIHAK KEDUA dilarang memberikan uang kepada pihak PIHAK PERTAMA selama proses pengadaan atau penerimaan material / barang di gudang PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 – PERIZINAN

PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab untuk memperoleh dan mempertahankan segala perizinan dan lisensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kontrak ini dan/atau menyesuaikannya, yang wajib diperoleh PIHAK KEDUA berdasarkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, memperoleh izin usaha dan perizinan lainnya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan semua biaya perizinan yang terkait dengan Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain oleh PIHAK PERTAMA.


PASAL 8 - PERALATAN KERJA

PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab atas biaya sendiri menyediakan peralatan kerja dan sarana utilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Kontrak.





PASAL 9 - KOORDINASI DAN MANAJEMEN KINERJA 

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA melalui masing-masing Wakil/Perwakilan PIHAK PERTAMA dan Wakil/Perwakilan PIHAK KEDUA. 
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi potensi keterlambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pekerjaan atau deviasi mutu dari PIHAK KEDUA. Informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA. 
3. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan secara teliti, berdayaguna, cekatan, tepat, cepat, dan dengan ketekunan serta hati-hati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati menurut standar mutu yang berlaku di PIHAK PERTAMA serta praktik-pratik yang terbaik (best practice) terkait pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 10 - UJI TERIMA DAN BERITA ACARA

Setiap selesai dilaksanakan uji terima dan/atau pemeriksaan, PARA PIHAK akan menandatangani berita acara yang menjelaskan hasil uji terima dan/atau pemeriksaaan.

PASAL 11 - PENGELOLAAN SUBKONTRAKTOR

1. Pekerjaan dan/atau kewajiban tidak boleh dialihkan atau dipindahkan oleh PIHAK KEDUA, seluruhnya atau sebagian, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal terdapat pengalihan sebagian kewajiban PIHAK KEDUA kepada pihak lain, PIHAK KEDUA wajib tetap bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Kontrak ini, termasuk atas semua pekerjaan Subkontraktor seolah-olah pekerjaan Subkontraktor demikian tidak terjadi. Dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, PIHAK KEDUA dapat menggunakan jasa Subkontraktor hanya satu tingkat di bawah PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan Kontrak ini, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lain dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu disertai dengan alasan yang wajar kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab, melepaskan dan mengganti rugi PIHAK PERTAMA dari segala akibat terkait dengan pengalihan sebagian maupun seluruh Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini, termasuk berupa klaim, gugatan, tuntutan dan kerugian dari pihak manapun, termasuk dari Subkontraktor PIHAK KEDUA.

PASAL 12 - LAPORAN KEMAJUAN (PROGRESS) PEKERJAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan lampiran kemajuan (progress report) kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 13 - STANDAR K3 DAN LINGKUNGAN

Setiap tenaga kerja pada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja yang ditetapkan dalam SMK3 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjaga lingkungan sekitar tempat kerja.





PASAL 13 - BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

1. Setelah dilakukan penyerahan seluruh Barang sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak ini oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Berita Acara Serah terima Barang (BASTB) kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja.
2. Pada saat diterimanya Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh/bagian Pekerjaan PIHAK KEDUA dianggap telah secara lengkap dipenuhi, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
[bookmark: _Hlk113431078]Lampiran A  Kontrak No. XXXXXX/923/XXX/2023 tentang Pengadaan Barang Charging Nozzle Chute Tahun 2023
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